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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor 

terkait perjanjian kemitraan baik yang menggunakan pola PIR 

(Perkebunan Inti Rakyat) maupun pola TBS (Tandan Buah Segar) 

ialahpola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang secara hukum dapat 

menuntut ialah pihak koperasi atas nama petani sawit tetapi pada 

prakteknya petani sawitlah yang langsung menuntut pembagian kebun inti 

kepada investor sehingga, penyelesaiannya dengan pihak investor segera 

menyerahkan/membagi kebun inti yang menjadi hak dari koperasi baik itu 

diselesaikan sendiri diantara para pihak dengan cara kekeluargaan tanpa 

melibatkan TKP3K ataupun dengan melibatkan TKP3K serta dengan 

dibuatnya perjanjian tambahan yang lebih mengatur mengenai hak dan 

kewajiban khususnya bagi investordan pola TBS (Tandan Buah Segar) 

diselesaikan denganpara pihak kembali membuat perjanjian baru dengan 

melibatkan TKP3K dalam hal mengidenfikasi permasalahan hingga, 

tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam suatu 

perjanjian yang memuat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang 

sebelumnyamenjadi permasalahan. 

 

 

 

 
 

 

 



52 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya ingin menyampaikan 

beberapa saran yang ditujukan kepada para pihak dalam perjanjian 

kemitraan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ialah: 

1. Kepada kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian kemitraan dengan 

melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal pembuatan 

perjanjian kemitraan. 

2. Kepada kedua belah pihak untuk melapor kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K bila terjadi permasalahan 

diantara para pihak terkait perjanjian kemitraan serta Melibatkan TKP3K 

dalam menyelesaikan masalah selama jalur musyarawah tidak berhasil. 

3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K 

untuk lebih tegas kepada pihak yang melakukan perjanjian kerjasama 

terkait pembuatan dan penyelesaian masalah perjanjian kerjasama. 

4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini TKP3K 

untuk dapat selalu membimbing para pihak dalam melakukan perjanjian 

kemitraan khususnya petani yang diwakili oleh koperasi. 
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